
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Periode 2013 – 2017, maka
untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala  Daerah
kedalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,
program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan
Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Lubuklinggau;

b. bahwa sesuai Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Lubuklinggau ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2013 - 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2007 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel tentang
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);.

6. Peraturan ……..



6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 - 20013 (Lembaran
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN
2013 - 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi
dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah,Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan
yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Sumatera Selatan adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Lubuklinggau yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada
RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota
Lubuklinggau untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

10. Misi……..



10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

14. Rencana strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan
bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun .

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Walikota,
berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2013 - 2017, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri dari :

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti
dalam RKPD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

a. Bab I : Pendahuluan
b. Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka

Pendanaannya
d. Bab IV : Analisis Permasalahan dan Isu Strategis
e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai

Kebutuhan  Pendanaan
i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB III……..



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12  Agustus 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

Ir. H. PARIGAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013  NOMOR 1

PAN ».Salinan sesuai dengan aslinyaAI KEKEPALA
BAGIAN HUKUM

NE “ASRON ERWADI,SH.,M.Hum
"TT PEMBINA /IV.a

NIP. 19660806 198803 1 004



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 - 2017

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang
berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian
wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah.
Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga
memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari
perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan
demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah
yang efektif dan efisien.
Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah
wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan
masyarakat.

3. Prinsip-prinsip
Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing

masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.



4. Pendekatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan:
a. Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b. Partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders)

dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan
antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas,
keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen
perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua
tahapan;

c. Politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan masing-
masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat
kampanye disusun ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

d. Bottom up-top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang
dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan
Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran
rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

5. Tahapan
Tahapan penyusunan RPJMD Kota Lubuklinggau terdiri dari :
a. Persiapan penyusunan RPJMD;
b. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
c. Penyusunan rancangan RPJMD;
d. Pelaksanaan musrenbang RPJMD;
e. Perumusan rancangan akhir RPJMD dan Konsultasi kepada Gurbernur

Sumatera Selatan; dan
f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Muatan
Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri dari:
a. Visi, misi, dan program kepala daerah;
b. Arah kebijakan keuangan daerah;
c. Strategi pembangunan daerah;
d. Kebijakan umum;
e. Program SKPD;
f. Program lintas SKPD;
g. Program kewilayahan;
h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1


